
 

 

 
 
 

 

 

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN TABALONG 

 
NOMOR 1013 TAHUN 2026 

 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL 

PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

Menimbang a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 

tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional 

Prosedur Adminstrasi Pemerintah, dan dalam 

rangka menunjang terwujudnya Upaya peningkatan 

kualitas pelayanan publik pada Dinas Sosial, 

P3AP2KB Kabupaten Tabalong, perlu ditetapkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP); 

 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

keputusan  Kepala Dinas tentang Penetapan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang 

Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas 

Sosial, P3AP2KB Kabupaten Tabalong. 

 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

pelayanan publik; 

 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Operasional Prosedur Adminstrasi 

Pemerintahan; 



 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar 

Pelayanan;  

 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;  

 5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah; 

 6. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Tabalong. 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapakan  : PENETAPAN STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL PADA 

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN 

ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 
BERENCANA 

 

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Bidang Pemberdayaan 

dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial P3AP2KB 

Kabupaten Tabalong sebagimana tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Keputusan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB ini. 

 

KEDUA : Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan 

Standar Pelayanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 

 

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagimana dimaksud 

pada dictum KESATU meliputi pelayanan : 

  1. Pelayanan Rumah Singgah “Amanah” 

  2. Pelayanan Penanganan Orang Terlantar (OT) dan Orang 

dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 

  3. Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial 

Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) 

  4. Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Asistensi Sosial 

Orang dengan Kecacatan Berat (ASODKB) 

  5. Pelayanan Pemberian Alat Bantu Disabilitas  

  6. Pemberian Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan 

Terpadu (SLRT) “SERASI” 



   Pemberian Rekomendasi Permohonan Izin Pengankatan 

Anak/Calon Orang Tua Asuh (COTA) 

  7. Pemberian Bantuan Sosial Uang Harian Bagi Keluarga 

Penunggu Pasien Rawat Inap (Khusus Rawat Inap di 

Rumah Sakit Rujukan Luar Kabupaten Tabalong) 

  8. Pemberian Surat Persetujuan Teknis Pendirian 

Organisasi Sosial 

  9. Pemberian Surat Persetujuan Teknis Pengumpulan Uang 

dan Barang (PUB) 

  10. Pemberian Bantuan Sosial Orang Terlantar dan Eks 

Warga Binaan Pemasyarakatan (Narapidana) 

  11. Pemberian Bantuan Dana Pengiriman Orang dengan 

Gangguan Jiwa (ODGJ) ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi 

Kalimantan Selatan 

  12. Penerimaan Calon Siswa/Siswi Panti Rehabilitasi Sosial 

Tuna Susila (PRSTS) “Barakat Cangkal Bacari” 

Banjarbaru  

  13. Penerimaan Calon Siswa/Siswi Panti Perlindungan dan 

Rehabilitasi Sosial  Anak dan Remaja (PPRSAR) “Mulia 

Satria” Banjarbaru (Pelatihan dan Keterampilan) 

  14. Penerimaan Calon Siswa/Siswi Panti Perlindungan dan 

Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) “Mulia 

Satria” Banjarbaru (Anak Sekolah) 

  15. Penerimaan Calon Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas  Netra dan Fisik (PRSPDNF) “Fajar Harapan” 

Banjarbaru  

  16. Penerimaan Calon Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang 

Disabilitas (PRSPD “Iskaya Banaran” Banjarbaru  

  17. Penerimaan Panti Perlindungan dan  Rehabilitasi Sosial 

Lanjut Usia (PPRSLU) “Budi Sejahtera” Provinsi 

Kalimantan Selatan 

  18. Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Permakanan Anak 

Panti dan Non Panti (LKSA) 

    

 

Tanjung,  26 Maret 2026 

Kepala Dinas Sosial,  
Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Tabalong 

 
 

 
 

H. SYAM ANI, S.P., M.P. 

Pembina Utama Muda 
NIP. 19750504 200003 1 012 











































 

 

 
DINAS SOSIAL P3AP2KB KABUPATEN TABALONG 

Nomor SOP : 1013 Tahun 2026 

Tanggal Pembuatan : 26 Maret 2026 

Tanggal Revisi : - 

Tanggal Evektif : 

Disusun Oleh : DENNY ASMARA, Kp, S.AP 

Disahkan Oleh : H.SYAMANI,SP.MP 

SOP PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) TAHUN 2026 
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : 

1 Permensos No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial.   
SOP ini disusun sebagai panduan dalam proses pengajuan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan bagi LKSA agar tepat sasaran, 

transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. 2 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesejahteraan 

  Peralatan/Perlengkapan :   

1 Alat Tulis Kantor    

2 Komputer    

3 Printer    

4 SK Kemiskinan    

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan : 

Syarat dan ketentuan di jelaskan setiap permintaan data 
1 File Arsip    

2 SK Penetapan    

No Aktivitas 
Pelaksana Mutu Baku Ket 

1 2 3 Persyaratan/ Perlengkapan Output Waktu  

1 Menerima proposal dari Staf Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial   Disampaikan Dalam Bentuk Proposal Tercatatnya Proposal Masuk 5 Menit  

2 Seleksi Administrasi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi 

Sosial 

  1 Surat Permohonan resmi bertanda tangan Ketua dan stempel 
lembaga 

Tercatatnya Proposal Masuk 1 Hari  

2 Foto Copy Izin Operasional yang masih berlaku dari Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) 

3 Akta Notaris pendirian lembaga dan pengesahan 
Kemenkumham 

4 Data Profil Anak (Nama, NIK, No. KK) yang telah 

terdaftar/terverifikasi dalam, SK Kemiskinan, DTSEN & 
SILANGKARR 

5 Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan bantuan 

6 Foto Dokumentasi kegiatan dan kondisi sarana prasarana 

3 Verifikasi Lapangan Tim Teknis   Data administrasi lengkap Berita Acara Verifikasi 1 Hari  

4 Penetapan Penerima Kepala Dinas   Hasil verifikasi SK Penerima Bantuan 1 Hari  

5 Penandatanganan NPHD Ketua LKSA dan Kepala Dinas   NPHD Bukti transfer / BAST 1 Hari  

6 Pencairan Dana/Barang Bagian Keuangan   NPHD Bukti transfer / BAST 7 Hari  

7 Pelaporan & Monev Pengurus LKSA & Tim Teknis   Bukti penggunaan bantuan LPJ bantuan 30 Hari  

 Jabatan Nama Paraf Tanggal 

Dibuat Oleh :     

 
Diperiksa Oleh : 

 
Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial 

 
DENNY ASMARA, Kp, S.AP 

  

 
Disahkan Oleh : 

 
Kepala Dinas Sosial,P3AP2KB Kabupaten Tabalong 

 
H. SYAM ANI, S.P.,M.P. 

  



ALUR SOP PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) TAHUN 2026 

 

 

NO 

 

URAIAN KEGIATAN 

PELAKSANA MUTU BAKU 

Pengurus 
LKSA 

Kabid Tim Teknis 
Bagian 

Keuangan 
Kepala 
Dinas 

PERSYARATAN / KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT OUTCOME 

 
1 

Pengajuan Proposal Oleh 

LKSA 

     
 
Proposal permohonan bantuan 

 
1–3 hari 

 
Proposal Masuk 

Tersedianya usulan 

bantuan 

 
2 

 
Seleksi Administrasi 

     
Kelengkapan berkas (izin, akta, data 

anak/DTSEN, Foto Copy Ijin 

Operasional LKSA, RAB) 

 
2–5 hari 

 
Checklist administrasi 

Tersaringnya lembaga 

yang memenuhi syarat 

 
3 

 
Verifikasi Lapangan 

     
 
Data administrasi lengkap 

 
3–7 hari 

 
Berita Acara Verifikasi 

 
Validasi kondisi riil LKSA 

 
4 

 
Penetapan Penerima 

     
 
Hasil verifikasi 

 
3–5 hari 

 
SK Penerima Bantuan 

Kepastian penerima 

bantuan 

 
5 

 
Penandatanganan NPHD 

     
 
NPHD 

 
3–7 hari 

 
Bukti transfer / BAST 

 
Bantuan tersalurkan 

 
6 

 
Pencairan Dana/Barang 

    

 

 
 
NPHD 

 
3–7 hari 

 
Bukti transfer / BAST 

 
Bantuan tersalurkan 

 
7 

 
Pelaporan & Monev 

     
 
Bukti penggunaan bantuan 

 
7–30 hari 

 
LPJ bantuan 

Akuntabilitas dan 

evaluasi program 

Mengetahui : 
Kepala Bidang Kepala Dinas Sosial, P3AP2KB 

Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Tabalong 
 

 

DENNY ASMARA, Kp, S.AP 

NIP. 19800915 200701 1 006 

H. SYAM ANI, S.P., M.P. 

NIP.19750504 200003 1 012 


